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TENTANG

TIM  PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOHARJO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT

DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2006

Menimbang : a.
b
C.
Mengingat : 1.
2

TENTANG  KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa
Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Daerah dengan Keputusan Bupati;

. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan {L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

10.

11.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679j;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kebupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172},

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 18);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

. Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum

KESATU adalah :

a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Nomor & Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka
penyusunan Rancangan Peraturan  Daerah Kabupaten
Sukoharjo tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

¢. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 74 Mare ,, 2

BUPATI SUKOHARJO,

et

“ WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

Sukoharjo;
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~ Asisten Pemerintahan  Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Sukoharjo;

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Tim yang bersangkutan.




SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
SUKOHARJO TENTANG PENCABUTAN

SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA T

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor

Tanggal :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN

[ELAH

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2009

NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG Kl
KEUANGAN KEPALA D]

PERANGKAT DESA

CDUDUKAN
CSA DAN

o KEDUDUKAN -
NO ) - JABATAN_ | DALAMTIM | KETERANGAN
1 2 3 3
i 1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan nasehat
| dan arahan
0. . Wakil Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan nasehat
| dan arahan
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Penanggung | Mengkoordinir,
Sukoharjo jawab memberikan bimbingan
| dan pembinaan
4. i Asisten Pemerintahan Sekretaris Koordinator | Mengkoordinir seluruh
- Daerah Kabupaten Sukoharjo kegiatan
5. | Kepala Bagian Pemerintahan Desa Ketua Bertanggung jawab |
Sekretariat Daerah Kabupaten terhadap seluruh
| Sukoharjo pelaksanaan kegiatan
6. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Sekretaris | Bertanggung jawab
' Daerah Kabupaten Sukoharijo dalam bidang
| | kesekretariatan
|
! 7. | Kepala Badan Keuangan Daerah Anggota Bertanggung jawab |
| Kabupaten Sukoharjo sesual bidang tugasnya
8. - Kepala Bagian Pemerintahan Anggota Bertanggung jawab
' Sekretariat Daerah Kabupaten sesual bidang tugasnya
Sukoharjo -E
; 9. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Anggota Bertanggung jawab
Aset Desa Pada Baglan sesual bidang tugasnya
. Pemerintahan Desa Sekretariat
' Daerah Kabupaten Sukoharjo
10. | Kepala Sub Bagian Kelembagaan Anggota Bertanggung jawab
Desa pada Bagian Pemerintahan sesuai bidang tugasnya
Desa Sekretanat Daerah
Kabupaten Sukoharjo
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11.

12.

13,

14.

15.

16.

Kepala Sub Bagian Administrasi

- Pemenntahan Desa pada Bagian

Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukohario

- Anon Gestanasari, S.Psi

. Fungsional Umum pada Bagian
Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Darmawan Istiantoro, S.iP
Fungsional Umum pada Bagian
Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Endang Sriwidiastuti

. Fungsional Umum pada Bagian
Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Hapsari Trisna Widian, A.Md
Fungsional Umum pada Bagian
Pemerintahan Desa Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

|
. | Indriyati, A.Md

- Fungsional Umum pada Bagian
f Pemerintahan Desa Sekretariat

' Daerah Kabupaten Sukoharjo

_

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuail bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesual bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesual bidang tugasnya

Bertanggung jawab
sesuai bidang tugasnya

{ Bertanggung jawab

sesual bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

),WARDOYO WIJAYA



